
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 3209), 

c. bahwa berdasarkan perumbanqan sebaga,mana dimaksud 

dalam huru! a dan huruf b. perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Usaha Rumah Makan, 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 1entan9 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provins, Jawa Tengah, 

Daerah sebaga1mana dimal(sud pada hurur a sudah tidak 

sesuai lagl khususnya menyangkut pengaturan mengenai 

penggolongan dan klasifikas,, serta proses penzman usaha 

rumah makan. sehingga perlu d1tin1au kemball 

a bahwa dalam rangka membenkan panduan dan kepasnan 

hukum bagi penyelenggaraan usaha rumah makan sena 

adanya penlngkatan peran serta pengusaha rumah makan 

dalam pengembangan dan pembangunan kepanwisataan, 

telah ditetapkan Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Sanyumas Nomor 1 Tahun 1993 ten:ang Us aha 

Rumah Makan, 

b. bahwa sejalan dengan pewe,nbangan keadaan, Peraturan 

BUPATI BANYUMAS, 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 2 TAHUN 2009 

TENT ANG 

USAHA RUMAH MAKAN 

Menglngat 

Menimbang 



5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republfk lndonesfa 
Nomor 4286), 

6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lemoaran Nega•a Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nom1.1r 4355); 

7_ Undang-Undang Nomor 10 Tat.un 2004 tentang Pemben­ 
tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan 
Lembaran Negara Republlk lndonesla Nomor 4389); 

8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenlang 
Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400). 

9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001, tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagura Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republfk Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah beberapa kall diubah terakhlr dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4844). 

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 1en1ang Kesehalan 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
100, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 34!'5); 

3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 lenlang 

Kepariw1salaan (Lembaran Negara Republ1k Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3427), 
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15 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat It Banyumas 
Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan 
Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipd 
Sebagal Penyodik Pada Pemerintah Daerah Kabupalen 
Daerah Tlngkat It Banyumas (lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tlngkat ti Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Serl O); 

16. Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hlburan Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahon 2008 
Nomor 3 Seri C). 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 
2008 tenlang Organosasi dan Tata Kerja Dinas Oaerah 
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyumas T ahun 2006 Nomor 2 Seri 0) 

10. Peraturan Pemerlnlah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pldana 

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1983 Nomor 

36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258). 

11 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwlsataan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 3658) . 

12. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerontah Daerah Provlnsl, dan Pemerlntah Daerah 

Kabupatenl'<ota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repubilk Indonesia Nomor 4737), 

13. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, ,ambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

14. Peraturan Preslden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan. Pengundangan. dan Penyebar1uasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

3



9. Surat Ketetapan Retrlbusi Oaerah yang selanjutnya dlslngkal SKRO adalah surat 

keputusan yang menentukan besamya jumlah Retribusi terutang. 

Pasal 1 

Oalam Peraturan Oaerah lnl yang dlmaksud dengan · 

1. Oaerah adalah Kabupalen Banyumas. 

2. Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Oaerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Oaerah. 

3. Bupatl adalah Bupati Banyumas. 

4. Usaha restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat dtsebag,an atau seluruh 

bangunan yang permanen. d,lengkapi dengan peralata11 dan perlengkapan untuk 

proses pembuatan. penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan mlnuman 

bagi umum di tempat usahanya. 

5 Usaha rumah makan adatah Jasa usaha pangan yan11 bertempat di"lebagian atau 

seluruh bangunan yang permanen/seml permanen, dan dapat dllengkapl dengan 

peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penylmpanen, penya/lan 

dan penjualen mekan dan mlnuman bagl umum di ternpat usahanya 

6. Usaha tempat makan adalah Jasa usaha pangan yang bertempat dlsebagian atau 

seluruh bangunan yang semi permanenltidak permaner, yang bersifat menelap. 

7 Usaha Jasa boga adalah [ass usana pelayanan makan dan minum untuk umum 

yang dlolah alas dasar pesanan dan tldak dihidangkan dltempat pengolahannya 

8. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, Perseroan lainnya, Baden Usaha Milik Negara alau Baden Usaha Mllik 

Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Flrma. Kongsl, Koperasi, 

Yayasan atau Organisasl yang sefenls. Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha 

Tetap serta bentuk badan usaha lainnya 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATl:N BANYUMAS 

dan 

BUPATI BANYUMAS 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN OAERAH TENTANG USAHA RUMAH MAKAN. 

Oongan Persetujuan Bersama 
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Pasal3 

Us.:iha restoran, usaha rumah makan, usaha tempat makan dan usaha Jasa boga 

berbentuk baden usaha atau usaha perorangan yang mempunyal maksud dan tujlJan 

semata-mala berusaha di bklang usaha tersebul 

BAB Ill 
BENTUK USAHA 

Pasal2 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Oaerah ini adalah Usaha Rumah Makan, 
yang mellputi . 

a usaha restoran; 

b usaha rumah makan; 

c. usaha tempat makan. dan 

d. usaha Jasa bogs. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

14.Penyldlk Pegawai Negerl Slpil adalah Pejabat Pegawal Negeri Slpll tertentu di 

Llngkungan Pemerinlah Oaerah yang dlberi wewenang khusus oleh Undang­ 

Undang untuk melakukan penyidikan ates pelanggaran Peraturan Oaerah 

13. Penyldik adalah Pejabat Polisi Negara Republlk Indonesia atau Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang dlberi tugas wewenan3 khusus oleh Undang-Undang 

untuk melakukan peny,dikan 

12. Penyidikan Tindak Pldana adalah serangkaian tindakan yang d1lakukan oleh 

penyidik untuk mencarl serta mengumpulkan buktl yang dengan bukti itu membuat 

terang bndak pidana dlbidang yang terjadi, serta menemukan tersangkanya 

11. Surat Ketetapan Retribusi Oaerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKROLB 

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah keleblhan pembayaran retribusi 

karena jurnlah kredit retrlbus, lebih besar danpada rail ibusi yang terutang dan t1dak 

seharusnya terutang 

10. Surat Taglhan Retribusl Oaerah yang setaniutnya dislngkat STRD adalah surat 

untuk melakukan laglhan Retribusi dan atau sanksl administrasl berupa bunga dan 

atau denda 
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Pasal6 

(1) Us aha resloran wajib memenuhl ketentuan golongan kefas restoran 
berdasarkan ketentuan yang berlaku 

(2) Golongan kelas restoran tertlnggf dinyatakan dengan piagam be, tanda sendok 

garpu berwarna emas. golongan kelas restoran menengah dinyatakan dengan 

piagam bertanda sendok garpu berwarna perak, dan golongan kelas restoran 

kelas restoran terendah dinyatakan dengan plagam bertanda sendok garpu 
berwarna perunggu 

(3) Piagam golongan kelas restoran berlaku untuk jangka waktu selama 3 (Uga) tahun. 

(4) Penetapan golongan kelas restoran dapat dltinJau kemball oleh Bupatl untuk 

disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapa] d1penuh1. 

(5) Piagam golongan kelas restoran dapat dicabut apablla restoran yang bersangkutan 

tidak lagf memenuhf persyaratan yang berlaku bagf golongan kelas restoran 

Pasal5 

Tingkat pelayanan restoran ditentukan kedalam 3 (li!Ja) golongan kelas restoran 

berdasarkan fasilltas dan peralalan yang tersedia, serta mutu pelayanan sesuai 

dengan persyaratan golongan kelas restoran yang dltelapkan oleh Bupati dan 
dinyatakan dengan pfagam bertanda sendok dan garpu 

Paragrar 1 
Usaha Restoran 

Baglan Kedua 

Penggolongan Usaha 

Pasal4 

(1) Pengusahaan restoran, rumah makan dan tempat makan melipull penyediaan 

Jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagat usaha pokok serta 

dapat menyelenggarakan htburan atau kesenlan di dalam bangunan sebaga, 
usaha penunjang yang tidak terpisah dan usaha pokoknya 

(2) Setiap penyelenggaraan hlburan atau kesen,an sebagalmana dlmaksud pada 

ayat (1), harus sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

BABIV 

RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN TEMPAT MAKAN 

Baglan Kosatu 

Pengusahaan 
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Pasal10 

Piagam golongan kelas rumah makan harus dipasang pada tempat yang mudah 
dllihat dan dibaca oleh umum. 

(4) Penetapan golongan kelas rumah makan dapat d1tinjau kemball oleh Bupati untuk 

disesualkan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dlpenuhi 

(5) Piagam penggolongan kelas rumah makan dapat dlcabut apabila rumah makan 

yang bersangkutan tldak lagi memenuhl persyaratan penggolongan yang berlaku 
bagi kelasnya 

(6) Tata care dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas rumah 
makan d,tetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal9 

( 1) Usaha rum ah makan wajib memenuhl ketentuan penggolongan kelas rumah 
makan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

(2) Golongan kelas rumah makan tertinggl dinyatakan dengan piagam kelas "A", 

golongan kelas rumah makan menengah dinyatakan dengan plagam ketas "B", 

dan golongan kelas rumah makan terendah dinyatakan dengan piagam ke!as "C' 

(3) Piagam penggolongan kelas usaha rumah makan ter1aku untuk Jangka waktu 3 

(tiga) tahun. 

Pasal8 

Tingkat pelayanan rumah makan ditentukan kedalam 3 (hga) golongan kelas rumah 

makan berdasarkan fasilltas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan 

sesual dengan persyaratan penggolongan kelas rumah makan yang ditetapkan oleh 
Bupati. 

Paragrar 2 
Usaha Rumah Makan 

Pasal7 

Piagam golongan kelas restoran harus dlpasang pada tempat yang ml·dah dillhat dan 

dlbaca oleh umum 

(6) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan golongan kelas restoran 

ditetapkan dengan Peraturan BupaU 
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Pasal15 

PenyaJ1aan [asa la1nnya d1 lingkungan usaha restoran, usaha rumah makan dan usaha 

ternpal makan yang tidak men1ad1 bag,an dan 1z,n usaha d1se!enggarakan atu dasar 

lz1n usaha tersendm sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang bertaku 

(2) Pernyataan lldak bertakunya lzln usaha sebagalmana dimaksud pads ayat (1) bdak 

perlu mendapat putusan pengadtlan tertebrh dahulu 

Paaal14 

( 1) lzln usaha restoran. usaha rumah makan, dan usaha tempat makan tJdak bertaku 

kareoa 

a pengusahe bdak meneruskan usahanya atau usahanya bubar. 

b pemegang wn men,nggal, 

c d1p1ndahtangankon oleh pemogang iZJn tanpa lzm tertulls dari Bupati; 

d hak pengusahaan tanah/tempat usaha h1lang/d1hapus, 

e alas hak terhadap tempat usaha atau ienis usaha hapus 

Pual13 

( 1) lzln usaha sebaga1mana drnakaud dalam Passi 12 berlaku setama keg.at.an 

usahanya mas1h be~alan 

(2) lzm usaha sebaga1mana dlmaksud pads ayat (1) tidak dapat dtplndahtangankan 

kecuali dengan iz,n tertuh1 dan Bupau 

Paaal 12 
Sellap orang atau baden yang akan monyelenggarakon usaha restoran, usaha rumah 

makan dan usaha tempat makan waJlb memtlikt iz,n usaha dan Bupatl 

Baglan Ketiga 

Porlzlnan 

Pnal 11 
Tingkol poloyanan yang d1golongkan aebagal usaha lempat makan d,tentukan 

berdasarkan faslhtas dan mutu pelayanan sesual dengan porsyaratan yang d1tetapkan 

oteh Bupau 

Paragraf 3 

Usaha Tempat Makan 
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Pasal18 

(1) P1mp1nan useha restoran. usaha rumah makan dan usaha tempat makan waJlb: 

a membenkan pertrndungan kepada tamu, 

b tidak menggunakan tempat usaha pequd,an. penyalahgunaan narkot11<A1, 

psikotroplka dan zat adlkbf lainnya, keglatan yang metanggar kesusitaan, 

keamanan dan ketertiban umum; 

e mencatat meny,mpan barang-barang tamu yang tertlnggal d1 hngkungan usaha 

dan mencatat nama yang menemukan. waktu dan tempat barang drtemuk8n 

serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 6 (enam) 

bulen, kecuall untuk usaha tempat maken: 

Bagian Kollma 

Kewajlban 

(3) Dalam hal permohonan lzln usaha dltolaJ<, Bupab meMbentahukan secara 

tertuhs kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasennya 

(2) PersetuJuan atau penolakan permohonan llln usaha aebaga,mana d,maksud 

pada ayat (1) d1keluarkan pahng lama 1 (aatu) bu Ian aeJak d1tenmanya 

permohonan yang telah memenuh1 persyaratan sebaga1mana d1maksud dalam 

Pasal 16 ayat (2) 

Pasal17 

(1) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan 12,n usaha aebagamana 

dlmaksucl dalam Pasal 16 ayat (1) 

Pasal 16 

(1) Permohonan lzln usaha d1ajukan secara tertuhs kepada Bupat,, dengan meng,s1 

formullr yang telah disodlakan 

(2) Pormohonan sebagalmona d1maksud pad a eyat ( 1) dnampm persyaratan aebagal 

benkut 

a buktl din yang sah 

b lzln Mendirlkan Bangunan (lMB). 

c lzln Gangguan, 

d rencana tapak dan stud, kelayakan, kecuall untuk usaha tempat mokan, 

e Alda Pend1rian Perusahaan. kecuah untuk usar.a J)'!rorangan. dan 

I Nomor Pokok Wajib Pajak Daerh (NPWPD) 

Bagian Koompat 

Tata Cara dan Syarat.,syarat Pormohonan 

lzln Uaaha Rostoran, Rumah Makan dan Tompat Makan 
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Pasal 21 
(1) Laporan berkala sebagalmana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hurur r adalah 

laporan tahunan statistlk, yang d1klrimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 

berikutnya dari akhir tahun takwm pelaporan 

(2) Benlul< dan Isl la po ran sebagaimana dlmaksud pad a ayat (1) dltetapkan dengan 
Peraturan Bupatl 

Pasal20 

Dalam hat waktu peny,mpanan barang lamu sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 18 
ayat (1) huruf c sudah melampaul jangka waktu 6 (enam) bulan, maka p,mpinan 

usaha restoran dan rumah makan dapat melepaskan tanggunwawab alas berang 

yang dltemukan dan dapat menetapkan suatu kebijakan untuk penyelesaiannya 

(2) Persyaralan kesehatan dan sanilasi, serta kelaikan teknis alat per1engkapan 

sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesua, Perturan 
Perundang-undangan yang ber1aku. 

Pasal 19 
(1) Dalam penyelenggaraan perlindungan kepada tamu sebagaimana dlmaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a. pimpinan usaha bertanggunjawab alas· 

a pencegahan perjualan dan peredaran mlnuman keras dan narkotlka, 
ps,kotropika dan zat adlktif lainnya; 

b. pemeliharaan kesehatan dan sanitasl lingkungan: dan 

c. kela1kan teknis alat perlengkapan untuk menjam,n kepentingan dan 
keselamatan umum 

d menjamln terpenuhinya kewajlban atas pungutan negara dan pungutan daerah 

yang d1tetapkan sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 

e menyelenggarakan pembukuan sesual dengan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku: dan 

f. menyampalkan laporan berkala kepada Bupati 

(2) Plmplnan usaha restoran, usaha rumah makan dan usaha tempat makan 

berhak mengambil Undakan lerhadap tamu yar,g melanggar ketentuan 

sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b sesual Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku. 
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Pasal26 

(1) lzln usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ber1aku selama keglatan 

usahanya masih. 

(3) lzln usaha sebagrumana dlmaksud pad a ayat (1) tidak dapat dipindahlangankan 

kecuall dengan iztn tertulls dari Bupatl. 

Pasal 25 

Set1ap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha Jasa boga wa)lb memiliki 

rzln usaha dan Bupati 

Baglan Kedua 

Perizinan 

Pasal24 

Pengusahaan Jasa boga mellputl penyedlaan Jasa pelayanan makanan dan mlnuman 

untuk umum yang diolah atas dasar pesanan den tidak dlhidangkan d1tempat 
pengolahannya 

BABV 

USAHA JASA BOGA 

Bagian Kesatu 

Pengusahaan 

Pasaf 23 
Pimpinan usaha restoran, usaha rumah makan dan usaha lempat makan menetapkan 

peraturan yang berlaku di tempst usaha, untuk diketahul tamu sepanjang tidak 

bertenlangan dengan ketentuan dalam Peraluran Daerah ml 

(2) Ketentuan bagi penyelenggaraan keg Iatan sebagalmuna dunaksud pad a ayat (1) 

ditelapkan dengan Peraturan Bupatl. 

Pasal22 

(1) Pimpi ,an usaha restoran, usaha rumah makan dan usaha tempat makan 

yang menyelenggarakan kegla:an keramalan dan/atau pertun1ukan terbatas 

staran video atau penggunaan antena parabola untuk penyiaran TV di dalam 

bangunan tersendlri waj1b memenuhl Peraturan Perundang·undangan yang 
berlaku. 
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(3) Dalam hal permohonan lzin usaha ditolak. Bupatl memberitahukan secara 

tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-etasannya. 

Pasal30 

(1) Bupali daoat mengabulkan a tau menolak permohonan izin usaha sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1 ). 

(2) Persetujuan atau penolakan permohonan izln usaha sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya 

permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dlmaksud dalam 
Pasal 29 ayat (2). 

Bagian Ketlga 

Tata Cara dan Syarat·syarat Permohonan 

lzln Usaha Jasa Boga 

Pasat 29 

(1) Permohonan izin usaha diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan 
mengisi formullr yang telah disediakan 

(2) Permohonan sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dilamplri persyeratan sebagai 
berikut: 

a. bukll dirl yang sah: 

b. lzin Mendlnkan Bangunan (IMB}; 

c. lzin Gangguan • 

d. rencana tapak dan stud! kelayakan; 

e. Akta Pendirian Perusahaan, kecuall untuk usaha perorangan: dan 

I Nomor Pokok WaJib Pajak Daerh (NPWPD) 

Pasal 28 

Penyed,aan jasa lalnnya dillngkungan usaha Jasa boga yang lldak men1adi baglan dari 

1zln usahanya, diselenggarakan alas dasar izin usaha tersendlri sesuai Peraturan 
Perundang-undagan yang berlaku 

Pasal 27 
(1) lzin usaha jasa boga lidak berlaku karena. 

a. pengusaha t1dak meneruskan usahanya atau usahanya bubar, 

b, pemegang izin menlnggal, 

c. d1plndahtangankan oleh pemegang lzin Usaha tanpa izin lertulis darl Bupall, 

d hak pengusahaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus; 

e alas hak terhadap tempat usaha atau Janis usaha hapus. 

(2) Pernyataan tidak berlakunya izln usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

perlu mendapat putusan pengadllan terlebih dahulu 
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Pasal34 

(1) Terhadap pemindah langanan kepemllikan usaha restoran, usaha rumah makan, 

usaha ternpat makan dan usaha jasa boga wajib dilapc.rkan secara tertulis kepada 
Bupall den.;an dilampiri : 

a. saurian Akta Perallhan Hak: dan 

b. sahnan Akta Sadan usana Pemllik yang baru 

BABVI 

PERUBAHAN USAHA 

(2) Bentuk dan isi laporan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) drtetapkan dengan 
Peraturan Bupati 

Pasal33 

( 1) Laporan berkala sebagalmana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d adalah 

laporan tahunan statistik usaha jasa boga. yang dlkirimkan selambat-lambatnya 2 

(dua) bulan benkutnya dari akhlr tahun takwin pelaporan 

(2) Persyaratan kesehatan dan sanitasl serta kelalkan teknls alat per1engkapan 

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perudang-undangan yang 
bertaku 

Pasal32 

( 1) Dalam memberikan jaminan kesehatan sebagimana dlmaksud dalam Pasal 

29 huruf a, pirnpman usaha jasa boga bertanggungjawab atas 

a. Pemehharaan kesehatan dan samtasl llngkungan usaha Jasa boga; dan 

b. Kelaikan teknts per1engkapan usaha jasa boga untuk menjamin kepentingan 

dan keselamatan umum. 

Pimplnan usaha iase boga wajib : 

a. memberlkan jam,nan kesehatan terhadap pesanan: 

b. menjamln terpenuhlnya kewajiban atas pungutan negara atau pungutan daerah 

yang dltetapkan sesual dengan Peraluran Perundag·undangan yang bertaku: 

c menyelenggarakan pembukuan sesual dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku, dan 

cl menyampalkan laporan berkala kepada Bupatl. 

Pasal31 

Baglan Keempat 

Kowajlban 
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(2) Pemberian perlngatan atau pencabutan Jzin dllaksanakan oleh Bupati. 

Pasal 37 

(1) Pencabutan lzin usaha sebagaimana dlmaksud datam Pasal 36 huruf a dan huruf 

d dllaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah diberlkan perlngatan 

sebanyak 3 (hga) kall 

Pasal36 

lzln usaha resloran, usaha rumah makan, usaha lempal makan dan usaha jasa boga 

dicabut karena 

a. tldak memenuhi kewaj,ban-kewajiban sebagaimana dlmaksud dal.,m Pasal 18 
ayat (1) unluk usaha restoran, usaha rumah makan. serta usaha tempat makan, 

dan Pasal 31 unluk usaha Jasa boga; 

b. terbukll melakukan tindak pldana kejahatan yang berkaltan dengan keg,atan 

usahanya; 

c terbukti melakukan tlndak pldana pelanggaran Peraturan Perundang-undangan 

lain yang berkaitan dengan keg,atan usahanya: atau 
d. lldak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak d,keluarkan 

izin 

BAB VII 

PENCABUTAN IZIN 

(2) Perubahan fasllltas dan kapasitas usaha sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 

yang rnengakibatkan perubahan golongan usaha, waj1b mengajukan permohonan 

izln usaha beru 

Pasal 35 

(1) Usaha restoran, usaha rumah makan, usaha tempat makan dan usaha Jasa 

boga yang akan melakukan perubahan fasihtas dan kapasltas usahanya harus 

sesual dengan Perturan Perundang-undangan yang berlaku dan waJlb 

melaporkan kepada Bupall untuk mendapatkan persetujuan. 

(3) Dalam hat te~adl pemindahan kepemillkan, perubahan nama dan/alau lokast 

usaha restoran. usaha rumah makan, usaha lempal makan dan usaha Jass boga, 

,zin usaha wa11b diperbaharu, sebagaimana 1zin baru 

(2) Dalam hal lerjadl perubahan nama dan/alau lokasl usaha restoran, usaha 

rumah rnakan, usaha tempal makan dan usaha Jasa boga harus dilaporkan secara 
lertulis kepada Bupatl 
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Pasal43 

Pnnsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya tarif retribusi didasarkan pada 

tujuan untuk menulup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin 
usaha 

Baglan Keempat 

Prinslp dan Sasaran Oalam Monotapkan Struktur Besarnya Tarif 

Pasal42 

Tlngkal penggunaan jasa dlukur berdasarkan Jenls usaha yang diselenggarakan 

Bagian Ketiga 

Cara Mongukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal41 

Relnbusi izin usaha rumah makan digolongkan sebagal retribusi perlzmau tertentu. 

Baglan Kedua 

Golongan Retrlbusi 

(2) Wajlb Retribusl adalah orang pribadl atau baden yang wajib membayar relribus1 

alas iasa pelayanan pemberian lzln usaha 

Pasal40 

(1) Subyek Retnbusi adalah orang prtbadi atau badan yang memperoleh izin 

usaha. 

Pasal39 

Obyek retribusl adalah jasa pelayanan pemberlan lzin usaha, yang terchrl darl • 

a Retribusl lzln Usaha Restoran: 

b. Retnbusi lzln Usaha Rumah Makan: 

c. Retnbusl lzin Usaha Tempat Makan: 

d. Retribusi lzin Usaha Jasa Boga 

Pasal38 

Dengan nama retrlbusl izln usaha rumah makan d1pungut retribusi alas 1asa 

pelayanan pembenan iz1n usaha. 

Baglan Kesatu 

Nama, Obyek, Subyek, dan Wajlb Retribusl 

BABIX 

RETRIBUSI 
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Pasal46 

Retribusl terutang lerJadi pada saat d1lerbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

Baglan Ketujuh 

Saal Retribusl Terutang 

Retrlbusl terutang dipungut di Daerah. 

Pasaf45 

Bagian Koenam 

Wilayah Pemungutan 

Pasaf44 

(1) Struktur dan besarnya tarlf retnbusi digolongkan berdasarkan 1en1s usaha yang 
disefenggarakan. 

(2) Struktur dan besarnya tarlf reltibusl sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 

sebagal berikut : 

a Usaha Restoran 

1 Usaha restoran dengan tanda sendok garpu berwama emas. sebesar 

Rp. 1.000.000,· (satu Juta rupiah). 

2 Usaha restoran dengan tanda sendok garpu berwarna perak, sebesar 

Rp. 750.000,· (tujuh ralus tlma puluh rlbu rupiah); 

3 Usaha resloran dengan tanda sendok garpu berwarna perunggu. 

sebesar Rp. 600 000.· (lima ratus ribu rupiah). 

b. Usaha Rumah Makan 

1 Usaha rumah makan Kefas ·A". sebesar Rp 500.000,· (1maratus nbu 
rupiah), 

2. Usaha rurnah makan Kelas 'B', sebesar Rp. 350.000,· (tiga ratus hma 

puluh riburupiah): 

3. Usaha rumah makan Kelas 'C', sebesar Rp. 250.000,· (dua ratus llma 

puluh ribu rupiah). 

c. usaha tempat makan. sebesar Rp 200.000.· (dua ratus ribu rupiah); 

d. Usaha jasa boga, sebesar Rp. 200 000,· (dua ratus ribu rupiah). 

Bagian Kolima 

Struklur dan Besarnya Tarif 
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Pasal52 

(1) Surat teguran atau surat penngatan atau surat lain yang sejenls sebagai awal 

tlndakan pelaksanaan penagihan retribusl d1keluarkan 7 (tujuh) nan seJak saat 

jatuh tempo pembayaran. 

Baglan Keduabelas 

Tata Cara Ponagihan 

Pasal 51 

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasat 38 disetor secara brutto 
ke Kas Daerah. 

Pasal 50 

(1) Pembayaran relribusi yang terulang harus dibayar sekallgus. 

(2) Relribusl yang terutang dllunasl paling lama 30 (t19a puluh) nan sejak 

dlterbnkarmya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Baglan Kesebelas 

Tata Cara Pembayaran dan <>onyetoran 

Pasal 49 

Dalam hal wajlb retrlbusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, 

dlkenakan sanksl admlnistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseralus} setiap 

bulan dari retribusl yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD 

Baglan Kesopuluh 

Sanksl Admlnistrasl 

Pasal48 

Masa retribusl izin usaha rumah makan bertaku selama usaha lersebut mas1h 
be~alan 

Bagian Kesembllan 

Masa Rotrlbusl 

Pasal47 

Retnbusi dlpungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dlpersamaka'> 

Baglan Kedolapan 

Tata Cara Pomungullln 
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Pasaf 55 

(1) Alas keleblhan pembayaran retribusi, wajib retnbusl dapat mengajukan 
permohonan pengembahan kepada Bupati 

Bagian Kellmabefas 

Kefeblhan Pembayaran 

Pasal54 

(1) Wajib retribusi dapat megajukan keberatan kepada Bupati atas surat SKRD atau 
dokumen lain yang dlpersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertuhs dengan alasan-atasan yang jetas 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bufan sejak 

SKRD diterbltkan, kecuah wajib retnbusl dapat menunJukkan bahwa ja11gka waktu 

itu tldak dapat dlpenul karena keadaan dlfuar kekuasaannya 

(4) PengAjuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retnbusl dan 
pelaksanaan penaglhan retribusl 

Bag la n Keempatbelas 

Keboratan 

Pasal 53 

(1) Bupali dapal memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retnbusi 

(2) Pembenan pengurangan dan kennganan retnbusl sebagalmana dimaksud pada 
ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan waJib retribusl 

(3) Tata cara pengurangan, kerlnganan, dan pembebasan retribusl sebagalmana 

dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Ketigabolas 

Pengurangan, Koringanan, dan Pembobasan Retribusi 

(2) Oafam waklu 7 (tujuh) hari setelah tanggaf surat teguran atau surat penngatan 

atau surat lain yang sejenls disampaikan, wajib retrlbusi harus mefunasi retrlbusi 
yang lerutang. 

(3) Surat leguran, surat peringatan atau surat lain yang seierus sebaga,mana yang 
dlmaksud pada ayat (1) dikeluarkan ofeh Bupau. 
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Pasal57 

(1) Plutang retrlbusl yang dapat dlhapus adafah plulllrg retribusi yang tercantum 

dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak 

mungkin ditagih lagl, dlsebabkan karena wajib retribusl men,nggal dunla dengan 

hdak meninggalkan harta warisan den tidak mempunyai ahli warls, tidak dapat 

dltemukan, tidak mempunyal harta kekayaan lagl atau karena hak untul< 

melakukan penaglhan sudah kedaluwarsa 

Pasal56 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaul Jangka 

waktu 3 (tlga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusl, kecuah apablla 

wajlb retnbusi melakukan tindak pidana cfib1dang retribusl. 

(2) Kedaluwarsa penaglhan retribusi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 

tertangguh apablla ; 

a. dlterbitkan surat teguran, atau 

b ada pengakuan utang retrlbus1 dari wajib retribusl balk langsung maupun hdak 
langsung. 

Baglan Keenambelas 

Kedaluwarsa Rotribusi 

(2) Bupatl dalam Jangka waklu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya 

permohonan keleblhan pembayaran retribusl sebagalmana ounaksuo pada ayat 

(1) harus sudah memberlkan keputusan. 

(3) Apabila dalam Jangka waktu sebaga,mana d1maksud pada ayat (2) relah 

l<lr1ampaui dan Bupau tidak memberlkan suatu keputusan, permohona 

pengembalian retribusi dlanggap dlkabulkan dan SKRDLB harus dlterb1tkan 
dalam [anqka waklu paling lama 1 (salu) bulan. 

(4) Apablla wajib retribusi mempunyal ulang retnbusi lalnnya, kelebihan pembayaran 

retribusl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung dlperhitungkan untuk 

melunasi lerlebih dahulu utang relribusi tersebul 

(5) Pengembalian ketebman rerribusi sebagaimana d1maksdu pada ayat (1) dllakukan 

dalam [anqka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak d1terbitkannya SKRDLB 

(6) Apablla pengembalian retribusl sebagaimana dlmaksud pada ayat (5) dilakukan 

setelah lewal Jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 
sebesar 2 % (dua per seratus) per butan 
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Pasal59 

(1) Pe1abat Pegawal Negeri S1pil tertentu di lingkunga11 Pemerintah Daerah d1berl 

wewenarig khusus sebagal Penyidik untuk melakukan penylu,kan tmdak pidana d1 

bidany perizinan dan retnbusi sebaqairnana dlmaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

BABXI 
PENYIDIKAN 

Pasal 58 
(1) Wajib retnbusi yang lldak melaksanakan kewajlban sehingga merug1kan 

keuangan Daerah, dlancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 

denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah retribusl yang terutang 

(2) Pelanggaran terhadap kententuan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 12 dan 

Pasal 25, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tl!Ja) bulan atau denda paling 
banyak Rp. 2.000.000,· (dua Juta rupiah). 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aya1 (2) adalah 
pelanggaran 

BABX 
KETENTUAN PIOANA 

(7) Tata cara penghapusan p,utang retrib11si diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati 

(2) Untuk memastikan keadaan wa)ib retribusl sebagaimana d1maksud pada ayat (1), 

harus dllakukan pemeriksaan setempat terhadap wajlb retribusr, ~ebagai dasar 

monentukan besamya retribusi yang tklak dapat d1t,;iglh lagi 

(3) Plutang retribusi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) hanya dopat d1hapus 

setelah adanya laporan pemerlksaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2). atau 
setelah adanya penehtlan admlnistrasi mengenal kedaluwarsa penagihan 
retrlbusi. 

(4) Atas dasar laporan dan penelluan administras, sebagalmana dimaksud pada ayat 

(3), setlap akhir tahun takwlm dicuat daftar penghapusan plutang untuk setiap 

Jenis retrlbusl yang berlsi nama wajlb relrlbusl. Jumlah retribusl dan keterangan 
mengenal waj1b retnbusi 

(5) Usul penghapusan piutang retribusl kepada BupaU pada seliap akhir tahun takwln 

dengan dllampirkan daftar penghapusan daltar plutang sebagalmana dfmaksud 
pada ayat (4). 

(6) Bupali menetapkan keputusan penghapusan plutang retnbusi yang sudah 
kedaluwarsa 
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(3) Penyidik sebagalmana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dlmulainya 

penyldikan dan menyampaikan hasll penyid,kannya kepada Penunlut Umum 

melalui pejabat Poiisl Negara Republlk Indonesia, sesua, dengan ketentuan yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

menghentikan penyld1kan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI 

bahwa tldak lerdapat cukup buktl atau penstiwa tersebut bukan merupakan 

hndak pidana dan selanfutnya melalul Peny1d1 POLRI membentahukan hal 
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; 

k. melakukan tmcakan lain yang perlu untuk kelancaran penyld1kan tindak pidana 
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan 

g. menyuruh berhentl, melarang seseorang menmggalkan ruangan atau tempat 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa idenutas orang 

dan atau dokumen yang dlbawa sebaga,mana yJng dimaksud pada huruf e., 

h. mengambil s1dik Jari dan memotret sesorang yang berkaitan de'1gan tindak 
pmdana. 

i. memanggll orang untuk d1dengar keterangannya dan dlperiksa sebagal 
lersangka atau saks]: 

(2) Wewenang Penyidik sebagalmar.a dimaksud pada ayat (1) adalah . 

a menerima, menoarl. mengumpulkan dan menellh keterangan atau laporan 
berkenaan dengan Undak pidana, 

b. menellti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pnbad, atau 

badan tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan sehubunqan dengan 
tmdak pidana, 

c memlnta keterangan dan barang buktl dari orang pribadl atau badan 
sehubungan dengan tlndak pldana; 

d memeriksa buku-buku, catatan-catalan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pldana; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang buktl pembukuan. 

pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyftaan temadap 
barang buktl tersebut, 

meminta bantuan tenaga ahh dalam rangka pelaksanaan lugas penyldikan 
tindak pldana; 
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Pasal62 

lzin usaha yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang.undangan sebelum 

Peraturan Daerah lni diberlakukan dlnyatakan tetap berlaku. 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALJHAN 

rnelaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahleraan karyawan secara 

terus-me-ierus 

usaha harus (3) Dalarr. menyelenggarakan keg,atan usahanya, pimplnan 

Pasal 61 
(1) Perizinan bagi Penanam Modal As1ng (PMA) a tau Penanam Modal Dalam Negeri 

(PMDN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

(2) Dalam memellhara hubungan kerja, pnnpman usaha wajib memenuhi kelentuan 

dibidang ketenagakerjaan sesua, dengan peraturan perundang-undagan yang 

berlaku. 

BAB XIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

(5) Mekanlsme pemblnaan. pengawasan dan pengendalian usaha dlalur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupall. 

(3) Dalam rangka pembinaan. pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu 

petugas dapat melakukan pemerlksaaan dltempal usaha dan secara berkala 

melakukan penelillan terhadap persyaratannya 

(4) Untuk memudahkan pengawasan, maka izin usana dlpasang dltempat yang mudah 

dihhal dan dibaca oleh umum. 

Pasal60 

(1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha dilakukan oleh Bupatl dan 

dapat bekerjasarna dengan lnsta11sl lain yang terkart, 

(2) Bupali dapat meminta laporan hal-hal yang dlanggap perlu kepada plmplnan 

usaha 

BAB XII 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENOALIAN 
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Pasal65 

Peraturan Oaerah lnl mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengelahulnya, memerlntahkan pengudangan Peraturan Oaerah 

inl dengan penempatnya dalam Lembaran Oaerah Kabupaten Banyumas 

Pasal 64 
Hal-hat yang belum diatur dalam Peraturan Oaerah lni sepanjang mengenal 

pelaksanaanya akan diatur lebih laniut dengan Peraturan Bupati 

Pasal63 

Pada seat Peraluran Oaerah Im mulal berlaku. maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Banyumas Namer 1 Tahun 1993 tentanq Usaha Rumah Makan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tlngkal II Banyumas Tahun 1993 Nomor 3 
Seri B) dlcabut dan dmyatakan tldak berlaku 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 
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Cukup jelas 

Cukup jelas 

lzin Usaha yang dip,ndahtangankan sepanjang 

tidak merubah kepemillkan harus dengan lzin 

Pasal 1 sd Pasal 31 
Pasal 32 avat ( 1) 

ayat (2) 

II. PENJELASAN PASAL OEMJ PASAL 

pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka 

Peraturan Oaerah dlsamping menga!Ur tentang syarat-syarat untuk 

mendapatkan lzm, dlatur juga kewajiban-kewajfban bag! pemegang lzln dalam 

menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajlban tersebut dimaksudkan d1samping 

memberikan perllndungan kepada penyelenggara usaha Restoran, Rumah 

Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga juga dimaksudkan untuk kertertiban 

admlnlstrasl penyelenggaraan keglatan usaha dlm:iksud 

untuk mengadakan pemblnaan, rungsi utama perizlnan dlmaksudkan 

I. PENJELASAN UMUM 

Sebagal upaya untuk pemblnaan dan peningkatan peran serta usaha 

Rumah Makan dalam pengembangan dan pembangunan keparlW1sataan di 

Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Oaerah 

Tlngkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1993 tent.mg Usaha Rumah Makan 

Oalam perkembangannva Jenis-jenis usaha Rumah Makan semak,n 

bertambah yang mengaklbatkan perubahan penggolongan dan klasifikas, usaha 

Rumah Makan sebaga,mana diatur dalam Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1993 tentang Usaha Rumah Makan Untuk 

dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha Rumah 

Makan tersebut. maka Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas 
Nomor 1 Tahun 1993 perlu dltlnjau kembah 

Peraturan Oaerah lnl d1maksudkan untuk memberlkan dasar hukum bag, 

pemberlan Izin usaha. penggolongan dan klasifikasl usaha, peletakan dasar-dasar 

tentang syarat-syarat usaha yang berlaku. penlngkalan mutu dan pelayanan, 

pemblnaan dan pengawasan alas keglatan usaha rumah makan dengan 

memellhara dan men)aga kelestarian lingkungan dan tata ruang Meng,ngat 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 2 TAHUN 2009 

TENT ANG 

USAHA RUMAH MAKAPI: 
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Cukup Jelas. 
Cukup jeles 

Delam hal pemegang izin meninggal dunia, maka 

ahll waris diwajibkan untuk melaporkan kepada 

Bupatl atau Pejabet yen;i ditunjuk selambat­ 

lambatnya 30 (tigapuluh1 harl ke~a pemegang izln 
mernnggal durua. 

Cukup jalas 

Tidak meneruskan usaha yang dlmaksudkan 

dalam ketentuan lnl, dapat disebabkan oleh 

berbagal hal antara lain paillt atau bergan11 usahe 

Dalam hal seorang pengusaha mengalaml pa1ht. 

maka harus berdasarkan ketetapan Pejabat yang 

berwenang 

Ketentuan inl dimaksudkan unluk menjamln 

kepasUan waklu makslmel bagl pemegang !Zin 

untuk segere memulai usahanya bcrdasarkan izin 

yang lelah dltetepken 

Penentuan batas waktu peringatan dalam Pasal 

ini dika1lkan dengan jenis dan sifat pelanggaren 

Cukup jelas 

lertulls Bupatl, maka izin tersebut dinyatakan tetap 

berlaku atas nama pemegany Inn baru dan udak 

menghapus mesa berlaku iz1n 

Cukup Jelas 

Cukup Jeles 

huruf c s/d 

huruf g 

ayat (2) 

Pesa! 37 s/d Pasal 64 

huruf b 

hurur a 
Pasal 38 a yet (1) 

ayal (2) 

Pasal 35 ayat (1) 

Pasal33 

Pasal 34 hurur a. s/d 

huruf c, 

huruf d, 
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